
 
BUPATI BANJAR  

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 PERATURAN BUPATI BANJAR 

 NOMOR    15   TAHUN 2016 
 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 60  
TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan 

Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 pada Pasal 20 
ayat (2) menyatakan “Dalam hal pada akhir tahun Anggaran 

2015 terdapat sisa DAK Tambahan pada bidang/sub bidang 
yang output kegiatannya belum tercapai, maka sisa DAK 
Tambahan dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran 

2016 pada bidang/sub bidang yang sama untuk 
menyelesaikan output yang belum tercapai”; 

b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016 pada angka Romawi III Kebijakan Penyusunan APBD 
menyatakan ” Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian 
APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun 
Anggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah 
harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud 

dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan 
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya 
ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah 
yang tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih 
dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan 
kepada Pimpinan DPRD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati;  
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Mengingat                
     

:
              

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggata 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1893); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);  

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 12); 

24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 
Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Banjar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 
Nomor 9); 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN  BUPATI BANJAR NOMOR 60 TAHUN 2015 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 60), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 9 tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
(Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 9) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
mengalami Penambahan sebesar Rp. 7.207.548.179,00 (Tujuh Milyar Dua 
Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh 

Sembilan Rupiah) yang digunakan untuk Belanja DAK Tambahan Usulan 
Daerah, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016 menjadi: 

a. Pendapatan :  

1. Pendapatan Asli Daerah  :  Rp.    159.868.875.984,00 

2. Dana Perimbangan   :  Rp. 1.160.837.539.988,00 

3. Lain-Lain Pendapatan yang sah :  Rp.    431.029.546.660,00 

Jumlah Pendapatan :  Rp. 1.751.735.962.632,00 

b. Belanja : 

1. Belanja Tidak Langsung  

a) Belanja Pegawai   :  Rp.    749.442.956.177,00 

b) Belanja Bunga   :  Rp.                               ,00 

c) Belanja Subsidi   :  Rp.                               ,00 

d) Belanja Hibah   : Rp.      11.774.700.000,00 

e) Belanja Bantuan Sosial  : Rp.        5.338.875.000,00 

f) Belanja Bagi Hasil   :  Rp.        3.000.000.000,00 

g) Belanja Bantuan Keuangan : Rp.   263.312.684.863,00 

h)  Belanja Tidak Terduga  :  Rp     2.500.000.000,00 

       : Rp. 1.035.369.216.040,0 

2. Belanja Langsung  

a) Belanja Pegawai   :  Rp.    126.939.555.690,00 

b) Belanja Barang dan Jasa :  Rp.    345.907.965.657,00 

c) Belanja Modal   :  Rp.    320.726.773.424,00 

(bertambah Rp.7.207.548.179,00):  Rp.    320.726.773.424,00 

                                                         --------------------------------- 

 Rp.    793.574.294.771,00 
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Jumlah Belanja      Rp. 1.828.943.510.811,00 

Surplus/(defisit)                 (Rp.      77.207.548.179,00) 

c. Pembiayaan :  

1. Penerimaan    :  Rp.    107.207.548.179,00 

(bertambah Rp.7.207.548.179,00) 

2. Pengeluaran    :  Rp.      30.000.000.000,00 

                                                              -------------------------------- 

Jumlah Pembiayaan Netto             Rp.      77.207.548.179,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran     Rp.                               ,00 

tahun berkenaan        

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3  disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A yang 
berbunyi sebagai berikut:                                                                                                                                                         

Pasal 2A 

(1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran  yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditampung dalam Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 
Anggaran 2016. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.  
 

 
           Ditetapkan di Martapura 
           pada tanggal 28 Maret 2016  

 
                   BUPATI BANJAR, 

 
   ttd 

 

               H. KHALILURRAHMAN 

 

Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 28 Maret 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 
 
 

     ttd 
 

                     H. NASRUN SYAH 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 15 
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR 
NOMOR   : 15 Tahun 2016 

TANGGAL   : 28 Maret 2016 
 

DAFTAR SUSUNAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 60 TAHUN 2015 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 
 

 
NO 

 

 
URAIAN 

 
SEBELUM 

PERGESERAN 

 
SETELAH 

PERGESERAN 

 
BERTAMBAH 

(BERKURANG) 
 

 
KETERANGAN 

1 DINAS BINA MARGA DAN 

SUMBER DAYA AIR 

0 Rp.7.207.548.179,00 Rp.7.207.548.179,00 Pergeseran khusus karena terdapat sisa 

DAK Tambahan Usulan Daerah yang output 
kegiatannya harus diselesai  kan tahun 

anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 
92/PMK.07/2015 

2 DINAS PERINDUSTRIAN 
DAN PERDAGANGAN 

0 0 0 Pergeseran antar obyek Belanja dalam jenis 
belanja yang sama 

3 DINAS PERHUBUNGAN, 
KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

0 0 0 Pergeseran antar obyek Belanja dalam jenis 
belanja yang sama 

 

                        BUPATI BANJAR, 
 

ttd 

 
                       H. KHALILURRAHMAN 


